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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 60 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FU GS 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksa nakan ketentuan Pasal 5 P raturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentu an dan 
Susunan Perangkat Da erah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, tera&~ir dengan Pera a n Dae abupaten Ta ikmalaya 
Nomo 3 Tahun 202 1 t n ng Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah bup n Tasikmal ya Tomor Tah n 20 1 tentang 
Pembentukan dan Susu nan ng a - Daerah da n Pasal 93 
Pera turan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 ten tang 
Kedudukan , Susunan Organisasi, gas dan Fu g i erangkat 
Daerah, erlu me etapkan Pera turan Bupati Ta ikmalaya 
ten tang Tugas an Fu n gsi Din as Kependuduka n da Pencatatan 
Sipil; 

1. Un ang-Un da ng Nom 14 Ta un 19 50 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah K bup ten Dalam Lingk ngan Propinsi Djawa 

Barat (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 1950), 

sebaaaim ana tela d iubah dengan Undan g-Un dang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pem bentukan -ab paten Purwakarta 
d n Ka bupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1950 te tang Pem bentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Pera tura n Pemerinta h Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta hun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Da erah Kabupaten Tasik malaya Tahun 

2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikma laya Nomor 3 Tahun 

20 16 tentang Urusan Pemerin tahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikrnalaya 
(Lem baran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahu n 201 6 ten tang Pemben tukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daera h Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7 ) sebagaim ana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan dengan Peratura n Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 ten tang Perubahan Kedua 
a tas Peraturan Daerah Kabupaten Tasik m alaya Nomor 7 

Tahun 201 6 tenta ng Pemben tuka n dan Susunan Perangkat 

Daera h (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susuna n Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya. 
3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur p enyelenggara Pernerintahan 

Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi 
kewenanga n daerah otonorn. 

4. Dinas a dalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tasik rnalaya. 
5. Kep ala adalah Kepala Dinas Kependu du kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tasikmalaya. 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit 

pelaksana teknis daerah pada Dina s Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tasikrnalaya. 

7. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 

rnelaksana kan tugas, ta nggung jawab, wewenang dan h ak yang didasarkan 

pada keahlian dan I atau keterampilan tertentu yang bersifat rnandiri . 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pa s a1 2 

Susunan organisasi Dinas Kependuduka n dan Pen ca tatan Sipil, terd iri d a ri: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri a t a s: 

1. Subbagian Urnurn d a n Kepegawaian; dan 

2 . Subbagian Perencana an dan Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Penda ftaran Pen dud u k , terdiri atas: 
1. Seksi Identitas Penduduk; dan 
2. Seksi Pindah Datang dan Penda taan Pen duduk. 

d . Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terd iri a tas: 
1. Seksi Kelahiran dan Kernatian; dan 
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status 

Kewarganegaraan. 
e. Bidang Pengelolaan Inforrnasi Adrninistrasi Kependudukan dan 

Data, terdiri atas: 
1. Seksi Pengelolaan Inforrnasi Adrninistrasi Kependudukan; dan 
2. Seksi Kerja Sarna dan Inovasi Pelayanan. 

f. Kelornpok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Anak dan 

Pernanfaatan 



4 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Unit dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala 

Pasa13 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyal tugas 
pokok memimpin dinas, m enyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, 
membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di b ida n g administrasi kependudukan 
serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala mempunyai fu ngsi : 
a. Penyelenggaraan perumusan kebija kan teknis di bidang administrasi 

kepen dudukan dan pencatatan sip il; 
b. Penyelenggaraan pelayanan di b id a ng administrasi kependudukan dan 

pencatatan s ip il; 
c. Penyelenggaraa n kerja ama administrasi kependudukan; dan 
d. Penyelenggaraan pengelolaan data d an dokumen kependudukan. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebaga'mana dimaksud pada 
ayat (1) m empunyai rincian tuga meliputi: 
a. Menyelenggarak a n perumusan perencanaan kinerj a , program, kegiatan 

dan a nggaran Dinas; 
b. Menyelenggarakan perum san keb ijakan teknis d i bidang pelayanan 

pendaftaran pendudu k dan pemanfaatan data catatan s ipil, pengelolaan 
inform asi a dminis trasi kependu dukan da pema n faatan data; 

c. Menyelenggaraka n pelayanan pen daitaran pendudu k; 
d. Menyelenggarakan pelayanan penca tatan s ipil; 
e. Menyelenggarakan pengelolaan informasi admin istrasi kependudukan; 
f. Menyelenggaraka n kerja sarna admin istrasi kepen du du kan; 
g. Menyelenggarakan peman faatan data dan dokumen kepen dudukan; 
h. Menyelengga rakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
1. Menyelenggarakan pembinaan, koordin asi, pengendalian bidang 

administrasi kependu dukan; 
J. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi 

publik; 
k. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 
1. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka tugas dan 

fungsi Dinas; dan 
m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan 
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keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas; 
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 

dan 
c. Penyelenggaraan pengelolaan u rusan k euangan, kepegawa ia n dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempu nya i r incian tu ga s m elipu ti : 

a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, 
p rogram, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang 
k ependudukan dan pencatata n sipil; 

b. Menyelenggara kan perumusan kebijaka n lin gkup perencanaan dan s trategi 
pen era pan e-govemment dan pengelolaan serta layanan informasi publik 
lingkup Pemerintah Daerah; 

c. Menyelenggarakan koord inasi d an peny sunan bahan rancangan 
peraturan perundang-un dan gan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. Menyelenggarakan koordinasi pel ksanaan tugas da n pem berian layanan 
administrasi yang meliputi ketatausa h aan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan , arsip dan doku m entasi Dinas kepada seluruh unit 
organ isasi Dinas ; 

e. Menyelenggarakan koord i a s i dan pengelolaa n data dinas; 
f. Menyelenggarakan pen gukuran kin erja d inas da n tiap-tiap unit kerja di 

Dinas ; 
g. Menyelenggarakan koordin a si dan penyusun an bahan publikasi dan 

hubun gan m a syaraka t; 
h. Menyelenggarakan u ru san organisa si dan ta ta laksana Dinas ; 
1. Menyelen ggarakan rencana strategis dan laporan kinerj a 

pemerintah, laporan keterangan pertan ggungjawaban dan 
penyelenggaraan pem erin ta han Daerah Dinas ; 

instansi 
laporan 

J. Menyelenggarakan koordina si pen gelolaan pengadu an, pelayanan serta 
pengamanan informasi publik; 

k. Menyelenggarakan pengelola a n baran g milik negara dan barang milik 
daerah di lingkungan Dinas; 

1. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas; 
n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi Dinas; dan 
o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat terdiri atas : 
a . Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b . Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 
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Pasa15 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 
pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, 
rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
d. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik Daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen,surat menyurat dan 

ekspedisi Dinas; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, 

pelayanan serta pengamanan informasi publik; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
h . Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional 

prosedur tiap-tiap unit kerja; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian 

Dinas; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta 

pemberian sanksi dan penghargaan pegawai; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai; 
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
m. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
n. Melaksanakan pencatatan aset; 
o. Melaksanakan penatausahaan barang m ilik daerahj aset; 
p . Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa16 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 
perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 
b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan 

kebijakan dan strategi penerapan e-govemment serta pengelolaan dan 
layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah; 
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c. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap­
tiap unit kerja di Dinas; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi 
bidang keuangan; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 
keuangan Dinas; 

h. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas; 
J. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Pasal 7 

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan di bidang 
pelayanan pendaftaran penduduk. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pelayanan pendaftaran penduduk; 
b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian data 

pelaksanaan pelayanan identitas penduduk; 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk. 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan 
pendaftaran pindah datang dan pendataan penduduk; 

c. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pendaftaran penduduk; 

d. Menyelenggarakan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan 
pendaftaran penduduk; 

e. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan 

f. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(4) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: 
a . Seksi Identitas Penduduk; dan 
b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. 

Pasa18 

(1) Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf 
a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan 
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Identitas 

Penduduk; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pelayanan dan penerbitan dokumen 

pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk 
kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan dan 
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, 
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk 
elektronik, kartu identitas anak; 

d. Melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi 
biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu 
tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak 

e. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 
meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, 
kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak; 

f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen 
pendaftaran penduduk; 

g. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan 
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, 
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk 
elektronik, kartu identitas anak; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Identitas Penduduk; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa19 

(1) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 
serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk serta pelaksanaan 
pendataan penduduk. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai rincian tugas 
meliputi : 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pindah 

Datang dan Pendataan Penduduk; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis pelayanan 

pindah datang dan pendataan penduduk; 
c. Penyiapan pelaksanaan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pindah datang dan pendataan penduduk; 
d. Melaksanakan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk; 
e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah 

datang dan pendataan penduduk 
f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pindah Datang dan 
Pendataan Penduduk; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Pasal10 

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 
huruf d rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapan perurnusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan di bidang 
pencatatan sipil. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil rnernpunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perurnusan kebijakan teknis 

pelayanan pencatatan sipil; 

b. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; 
c. Penyelenggaraan pengolahan, analisis, penerbitan dan pendokurnentasian 

data pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; dan 
d. Penyelenggaraan koordinasi dan pernbinaan pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas rnelipuh : 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pelayanan lingkup 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perurnusan kebijakan teknis 

pencatatan sipil; 
c. Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
d. Menyelenggarakan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil; 

e. Menyelenggarakan penerbitan dokurnen pencatatan sipil; 
f. Menyelenggarakan pendokurnentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 
g. Menyelenggarakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan 
h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas : 
a. Seksi Kelahiran dan Kernahan; dan 
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b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 

Kewarganegaraan. 

Pasal 11 

(1) Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penYlapan bahan 
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 
pelaksanaan pelayanan penca tatan kelahiran dan pencatatan kematian. 

(2) Dalam menyelen ggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Kelahiran dan Kematian m empunya i rincia n tugas m eliputi: 
a. Melak sanakan penyusunan baha n perencanaan lingkup Seksi Kelahiran 

dan Kematian; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pencatatan kelahiran dan 

kema tian; 
c. Melaksan ak an penyiapan bahan kebijakan teknis pencatatan kelahiran 

da n kematian; 
d. Penyiapan pelaksanaan pembinaa n dan koordinasi pela ksanaan pelayanan 

pen ca tatan kelahiran dan kematia n; 
e. Pelak sanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kema tia n; 
f. Pelaksanaan pendokumentasia n has il pelayanan pencatatan kela hiran dan 

kem a tia n ; 
g. Penyiapan pengen dalian dan evalu a si pelaksa naan pelayanan pencatatan 

kelah iran dan kematian; 
h. Melaksan a kan penyusu n a n bahan koordin asi, pemantau an, evaluasi dan 

pela poran hasil pelak s anaan tuga s lingkup Seksi Kelah ira n dan Kematian; 
dan 

1. Mela k sana ka n tugas k edin a san la innya. 

Pa sal 12 

(1) Seksi Pe rkawin a n , Percera ian, Perubahan Status Ana k dan Kewarganegaraan 
sebagaimana dim aksu d dalam Pasa l 10 aya t (4) huruf b m empunyai tugas 
pokok melaksan akan penyiapan bahan perencan aan, perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan 
perkawinan dan perceraian serta pelaksanaan pelayanan 
pengangkatan anak, pengaku an a nak , pen gesahan anak dan 
status kewarganegaraan. 

pencatatan 
pencatatan 
perubahan 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan 
mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perkawinan, 

Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pencatatan dan 

penerbitan akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan 
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 
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c . Melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, perubahan status 
anak dan kewarganegaraan; 

d . Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan 
status anak dan kewarganegaraan; 

e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan; 

f. Melaksanakan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pen catatan perkawinan, perceraian , perubaha n status anak dan 
kewarganegaraan; 

g. Melaksa nakan penyusu n an baha n koordinasi, pemanta uan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tuga s lingkup Seksi Perkawinan, Perceraian, 
Perubahan Statu s Anak dan Kewarganegaraan; dan 

h . Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Paragraf 5 
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data 

Pasal 13 

(1) Bidang Pen gelolaan In formasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 
Data seba gaimana dimaksu d dalam Pa sal 2 h u ruf e m empunyai tugas pokok 
melaksa nakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijaka n di bida n g pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja 
sama administrasi kependu dukan , pemanfaata n data dan dokumen 
kependu dukan serta inovasi pelayanan administrasi kependu dukan. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok sebaga imana d imaksu d pada ayat (1) , 
Bidang Pen gelolaan Inform asi Administra si Kependudu kan da n Pemanfaatan 
Data m empunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 

informasi administra si kependudukan dan penyaj ian data informasi 
kependudukan ; 

b . Penyelenggaraan penyusunan dan pen gelolaan inform asi administrasi 
kependudukan dan penyajian data informasi kependudukan; dan 

c. Penyelenggaraan koordinasi dan pem binaan pelaksanaan pengelolaan 
informasi administrasi kependudu kan dan inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 
Data; 

b. Menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 
kependudukan, pemanfaatan data, kerja sama dan inovasi pelayanan; 
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c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan pengelolaan inforrnasi 
adrninistrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data 
kependudukan, pernanfaatan data, kerja sarna dan inovasi pelayanan; 

d. Menyelenggarakan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan 
inforrnasi adrninistrasi kependudukan, pernanfaatan data dan dokurnen 
kependudukan, kerja sarna adrninistrasi kependudukan serta inovasi 
pelayanan adrninistrasi kependudukan; 

e. Menyelenggara kan pengelolaan inforrna si adrninistrasi kependudukan, 
pernanfaatan data dan d okurnen kependu dukan, kerja sarna adrninistrasi 
kependudukan serta inovasi pelayanan adrninistrasi kependudukan; 

f. Menyelengarakan pengendalian dan evaluas i pelaksa naan pengelolaan 
inforrnasi adrninistrasi kependudukan, pernanfaatan data dan dokurnen 
kependudukan, kerja sarna adrninistrasi kependudukan serta inovasi 
pelayanan adrninistrasi kependudu kan. 

g. Menyelenggarakan pernantauan, evalu asi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas lingkup Bidang Pengelolaan Inforrnasi Adrninistrasi Kependudukan 
da n Pernanfaatan Data; dan 

h . Menyelen ggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pengelolaan Inforrnasi Adrninistrasi Kependu dukan dan Pernanfaatan 
Data, terdir i atas: 

a. Seksi Pengelolaan Inforrnasi Adrnin ist rasi Kependudukan; dan 

b. Seksi Kerja Sarna dan Inovasi Pelayanan. 

Pasal 14 

(1) Seksi Pengelolaan Inforrnasi Adrninistrasi Kependuduka n sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 13 aya t (4) h u ruf a rnernpunyai tugas pokok 
rnelaksanaka n penyiapan bahan peren ca n aan, peru rnusan kebijakan teknis, 
pernbinaan dan koordinas i serta pelaksanaan pengolahan da n penyajian data 
kependudukan. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana d irnaksud pada ayat (1) 
Seksi Pengelolaa n Inforrnasi Adrninistrasi Kepen dudukan rnernpunyai rincian 
tugas rneliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengelolaan 

Inforrnasi Adrninistrasi Kependudukan; 
b. Melaksanakan penyusu nan bahan petunjuk teknis pengolahan dan 

penyajian data kependudukan; 
c. Melaksanakan pengolahan data penduduk rnelalui sistern inforrnasi 

adrninistrasi kependudukan dengan rnernanfaatkan teknologi inforrnasi; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pernutakhiran data penduduk; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan perneliharaan, pengawasan, pengarnanan 

dan peningkatan sistern inforrnasi adrninistrasi kependudukan dalarn 
rangka peningkatan pelayananan rnasyarakat; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pernbinaan pengolahan dan penyajian 
data kependudukan; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengelolaan Inforrnasi 
Adrninistrasi Kependudukan; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 15 

(1) Seksi Kerja Sarna dan Inovasi Pelayanan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 
13 ayat (4) huruf b rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapan bahan 
perencanaan, perurnusan kebijakan teknis, pernbinaan, koordinasi dan 
pelaksanaan kerja sarna adrninistrasi kependudukan, pernanfaatan data dan 
dokurnen kependudukan serta inovasi pelayanan adrninistrasi kependudukan. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
Seksi Kerja Sarna dan Inovasi Pelayanan rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 
a . Melaksa nakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kerja Sarna 

dan Inova si Pelayanan; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perurnusan kebijakan teknis kerja 

sarna adrninistrasi kependudukan, pernanfaatan data dan dokumen 
kependudukan serta inovasi pelaya n an adrninistrasi kependudukan; 

c . Melaksanakan penyiapan dan pelak sana an kebijakan teknis pernanfaatan 
data dan kerja sarna adrninistras i kependudukan serta inovasi pelayanan 
adrninistrasi kependudukan; 

d . Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan kerja sarna 
adrninistrasi kependudu kan, pernanfaatan data dan dokurnen 
kependudukan serta inovasi pelayanan adrninistras i kependudukan; 

e. Melaksan akan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksa naan kerja 
sarna adrninistrasi kependudu kan , pernanfaatan data da n dokurnen 
kependudukan serta inovasi pelaya nan a drninistrasi kependudukan; 

f. Melaksanakan penyusu nan bahan koordinasi , pernan tauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sek si Kerj a Sa rna dan Inovasi 
Pelayanan; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Paragraf 6 
Kelornpok Jabata n Fungsion al 

Pa sal 16 

(1) Pengisian Kelompok J ab atan Fungsion al seba ga imana dim aksud dalam Pasal 
2 huruf f berda sarkan bidang keahlian danl atau keterarnpilan tertentu serta 
bersifat rnandiri yang dibutuhka n dala m rangka rnenunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jurnlah tenaga fungsional dan jenis Kelornpok Jabatan Fungsional 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja yang dituangkan dalarn Keputusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Kelornpok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 7 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 17 

Ketentuan lebih lanjut rnengenai pernbentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf 
g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 
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BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal18 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati In!, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampru dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal19 

Dengan berlaku nya Pera turan Bu pati ini, maka : 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2019 ten tang Tugas dan 

Fu n gsi Dinas Kependu dukan dan Penca tatan Sipil; dan 
b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom r 93 Tahun 2020 tentang Tuga s dan 

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa1 20 

Peraturan Bu pati ini mulai berlaku pada ta nggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetah inya, m emerintahkan pengundangan Peraiuran 
Bupati in i dengan penempatann a da am Berita Daerah Kabupaten Ta sikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agu stus 202 1 

ASIKMALAYA, 

Diteta pkan di Si gaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

=-,""J~I ""DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 60 


